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KEPT'TUSAN GUBERNUR LAMPIIIIG
NOMOR I ct 8J lv.O2llgir.t2ci24

TEI{TANG

PENUNJUKAN KUASA PEITGGUNA ANGGARAN, BENDAIIARA PENERIMAAN
DAT{ BET{DAIIARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAIISANA TEKNIS DA.ERATI LABORATORTUM LINGKI'NGAN DINAS

LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUI{G TAIIUN AN(X}ARAN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program / kegiatart
yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran
2024 pada Badan Layanan Umum Daerah pada Unit
Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, perlu
menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaal dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan
Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah
Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB I Huruf A angka 2
dan angka 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, menyebutkan kepala daerah selaku
pemegang kekuasaaa pengelola keuangan daerah
mempunyai kewenangan, antara lain menetapkan Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD);

c. bahwa sehubungan dengan ma-ksud pada huruf a dan
huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat
berjalan dengan tertib, perlu menunjuk Kuasa pengguna
Anggaran, Bendahara penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit
Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2024 dan menetapkannya dengan Kiputusan
Gubernur Lampung;

1. Undang-Undang Nomor lZ Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana ielah diubahbeberapa kali terakhir dengar "U.ra.og_UrdLg 
Nomor 6Tahun 2023 tentang pene*tapan p".Et"."" pemerintah

Pengganti Undang-Undang l&nor z rainii zoz2 tentangCipta Kerja menjadi Undaig_Undang;

Mengingat



4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Ta}:t-n 2Ol2;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

Keputusan Gubernur LamPung Nomor
c/ 144 |VI.O2/HK/2O23 tentang Penetapan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Lampung sebagai Perangkat Daerah Provinsi
Lampung yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

I(IPUTUSAN GT'BERNUR TENTANG PEr{UNJT'XAN KUASA
PENGG}UI{A ANGGARAIiI, BENDAIIARA PEI{ERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAI{ BADAN LAYANAN UMUM
DAERAII PADA UITIT PELAKSANA TEXIUS I'AERAII
L/TBORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUI{GAN
HIDTIP PROVII{SI LAMPUNG TAHT'I{ AN(XiARAN 2024.
Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan
dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah
pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, dengan nama
Pegawai Negeri Sipil, NIP., dan pangkat/Golongan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang dan
larangan sebagai berikut:

a. Kuasa Pengguna Anggaran:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkal pengeluaran

atas beban anggaran belanja;
2. melaksanakan anggaran Unit Keda yang dipimpinnya;
3. melakukan pengujian atas tagihan danmemerintahkan pembayaran;
4. mengada_kan ikatan / pel.anjian kerja sama denganpihak lain da-lam balas urrggrr"r, yang telahditetapkan;
5. menandatangani Surat perintah Membayar (SpM) LS
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6. mengawasi pelaksanaan urnggar€rn unit kerja yang
dipimpinnya; dan

7. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran
lainnva berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Pejabat Pengguna Anggaran.

b. Bendahara Penerimaan:
1. melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran di unit
kerja Pengguna Anggaran Daerah;

2. menyelenggarakan penatausahaan terhadap
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang
menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- Undangan ;

3. mempertanggungjawabkan secara administratif atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
denga-n menyampaikan laporan pertanggungiawaban
kepada Pengguna Anggaran paling lambat tanggal l0
(sepulu) bulan berikutnya;

4. mempertanggungjawabkan secara fungsional atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungiawaban
kepada Penguna Anggaran paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya;

5. Menyetorkan seluruh penerimaan BLUD melalui
rekening kas umum Badan Layanan Umum Daerah
yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;

6. menyetorkan seluruh penerimaan kas ke rekening kas
Badan Layanan Umum Daerah, maksimal 1 (satu) hari
kerja setelah penerimaan uang kas;

7. dilarang melakukan baik secara langsung maupun
tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak
sebagai penjamin atas kegiatan/peke{aan penjualan;

8. tidak diperkenankan membuka rekening dengan atas
nama pribadi pada Bank atau Giro pos dengan tujuan
pelalsanaan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan
Layanan Umum Daerah; dan

9. tidak boleh menyimpan uang, cek atau surat berharga
lebih dari 1 (satu) hari ke{a.

c. Bendahara Pengeluaran;
1. melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran di rinit
kerja Pengguna Anggaran Daerah;

2. menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib danteratur sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan;

3. mempertanggungiawabkan pengguna€rn uangpersediaan/ganti. l*q persediail/tambah uan;persediaan kepada pemimpin Badan Layanan Umum
P":Id pa_ling lambat tanggal l0 (sepuluh) bulanberikutnya;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

-4-

4. mempertanggungjawabkan penggunaan uartg yang
menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan
laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara
Umum Daerah paling lambat targgal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya;

5. melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh
bendahara pengeluaran pembantu sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;

6. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban pengeluaran terhadap
bendahara pengeluaran pembantu;

7. mengelola belanja bunga, subsisi, hibah, bantuan
sosial, belanja bagi hasil, bantuan Keuangan, belanja
tidak terduga dan pembiayaan melakukan
penatausahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan;

8. dilarang melakukan baik secara langsung maupun
tidak langsung kegiatan perdagangan, pekedaan
pemborongan dan penjualan jasa/bertindak sebagai
penjamin atas kegiatan/pekerjaan penjualan;

9. tidak diperkenankan membuka rekening dengan atas
nama pribadi pada Bank atau Giro pos dengan tujuan
pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan
Layanan Umum Daerah.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Badan Layanan
Umum Daerah UPTD Laboratorium Lingkungan Tahurt 2024
pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Lampung dalam kegiatan Penunjang
Pelayanan BLUD dengan Kode Rekening 405.00.05.00122.8.
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan berpedoman
kepada peraturan perundang-undangan.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukb
padatanggal /J-- /

etung
2024

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
f. il"rykg Tor1""i L.ampung di Bandar Lampung;4' Kepala Badan perencanaar pembangun.t', ri""rli, provinsi l-ampung di retukbetuns.5 Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah +;;-"t'ffiil;;;i-ifi;;:?""r,6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah provinsi Lampung di Telukdt""?;7. Masing-masing yang bersangkutan.
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